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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014

' TENTANG

\ PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

\ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

\ GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimban$ - a. bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin
dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta
melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan;

\ b. bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat

rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan,
\ keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta
| tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan

pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang
‘ efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki
\ kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat

kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan
-\ ketertiban umum,;

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980
tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu
ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan

\ ;
|
|

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

\ Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang

Mengingat

Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

|
\ 827);
|
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Menetapkar

Dalam Perg
1.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun
1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanganan Gelandangan dan Pengemis {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

1 : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN

GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

turan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

anan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh

upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam

melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.



10.

11

12.
13.
14.

15.

Gelands

ngan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan

norma (kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak
mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan
hidup mengembara di tempat umum.

Pergel
oleh in
tinggal
pindah

dangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan
ividu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat
an pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-
i tempat umum.

Gelandgngan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan

jiwa.
Penge
memint

s adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan

minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk

mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Pengem
dan/at

isan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu

sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk

menghatrapkan belas kasihan dari orang lain.

Upaya
penyulu
sosial,

ada hu

Upaya

Upaya 1
usaha f
pemuli

preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi
an, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan
engawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang
ngannya dengan pergelandangan dan pengemisan.

oersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.

chabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-
penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan,
an kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah

pemuki

nan  baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah

masyar:

at, pengawasan serta pembinaan Jlanjut sehingga para

gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup

secara lg

Reintegr
masyar:
baik se

Rumah

iyak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

asi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau
at sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan
aimana masyarakat pada umumnya.

’erlindungan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai (RPS) adalah

sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang
bersifat fementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan

berdasar
adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah

kan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.

Gubernur adalah Gubernur Daerah [stimewa Yogyakarta.
Pemeringah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Istimewa

Yogyak

Pemerin
Kabupa
Kota Yo

ta.

ah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman,
en Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan
yvakarta.




Penanganar

Pasal 2

2 gelandangan dan pengemis berdasarkan pada asas:

pengh o

matan pada martabat dan harga diri;

non disﬁcriminasi;

erasan,

nen kek

a.
b
o
d
e.
41
g
h

Pasal 3

Penanganan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk:

a. menceg

c. menge

h terjadinya pergelandangan dan pengemisan;

alikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang

b. membe% ayakan gelandangan dan pengemis;

bermar

d. mencip

Ruang ling

abat; dan
akan ketertiban umum.

Pasal 4

kup pengaturan penanganan gelandangan dan pengemis ini

meliputi penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan

eran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana
n penyidikan.

pengermnis,
dan ketentt
Gelandang
a. tanpa K
b. tanpat
c. tanpap
d. tanpar

Pengemis a

a. mata pe

BAB II
KRITERIA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 5

adalah orang-orang dengan kriteria antara lain:
tu Tanda Penduduk (KTP);

mpat tinggal yang pasti/tetap;

nghasilan yang tetap; dan/atau

ncana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 6

alah orang-orang dengan kriteria, antara lain:
1cariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
an kumuh, compang camping dan tidak sewajarnya;

berpaka

b
c. berada cli;empat—tempat umum ; dan/atau
d :

memper;

at sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.




Penanganan
bersifat:

a.

b
s
d

(1)

(2)

(3)

)

(5)

BAB I1I

PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu

Jenis-Jenis Penanganan
Pasal 7

Gelandangan dan Pengemis diselenggarakan melalui upaya yang

prevent;
koersif;

gl

rehabilifasi; dan
reintegrasi sosial.,

Upaya F
melalui;

Bagian Kedua
Upaya Preventif

Pasal 8

reventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan

pelatihan ketrampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja;

peni

ngkatan derajat kesehatan;

fasilitasi tempat tinggal;

peni

PEII'I

a.

b

c

d

e. pen
f.

g. bim
h

1gkatan pendidikan;

uluhan dan edukasi masyarakat;

perian informasi melalui baliho di tempat umum;
ingan sosial; dan

bantnhan sosial,

Pelatih

sebagai
Kerja P
ketenag

Peningk
b dilak
tugas d

keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja
ana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Satuan
rangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
erjaan.
itan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
anakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai
n fungsi di bidang kesehatan.

Fasilitasg tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilaksan
dan fun

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
2si di bidang sosial dan/atau pemukiman, sarana dan prasarana

wilayah.
Peningk:
dilaksan!
dan fung

tan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
an oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
i di bidang pendidikan.

>




(6) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho
di tempat-tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Ketiga
Upaya Koersif
Pasal 9

(1} Upaya Koersif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf b dilakukan
melalui;

a. penertiban;

b. penjangkauan;
c. pempbinaan di RPS; dan

d. peg1| pahan.

(2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan terhadap setiap orang yang:
a. tinggal di tempat umum;
b. men%alami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;

c. mem nta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan;
dan/atau

d. memnlinta-minta dengan menggunakan alat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang

(3) Tindakaj% penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
penyelanggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

(4} Penjangliauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas
dan fungsi di bidang sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.

(5) Pembinagn di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf ¢ dilakukan
oleh Sathian Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di
bidang sdsial.

(6) Pelimpah E.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang
sosial.

Bagian Keempat

Upaya Rehabilitasi
Pasal 10

(1) Upaya rghabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
dilakukaq melalui:

a. motivasi dan diagnosa psikososial;

b. perawatan dan pengasuhan;




fungsi d

(6) Rehabil
Kerja Pe

tihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
bingan mental spiritual;
bingan fisik;

bingan sosial dan konseling psikososial;

yanan aksesibilitas;

uan dan asistensi sosial;
ingan resosialisasi;
ingan lanjut; dan

ilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi

val dan rehabilitasi sosial lanjutan.

si sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

gelandangan dan pengemis yang masuk dalam RPS harus
1ti program rehabilitasi sosial awal.

ilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

akan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki tugas dan
bidang sosial.

tasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan
angkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 11

Dalam h
diindikasik

gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi
mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang

dilakukan gdleh:
a. rumah sakit jiwa Daerah;

b. rumah
c. pihakl

(1} Geland
rehabili

oleh Un

akit jiwa lainnya; atau
n yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

ngan dan pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani
asi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.

t Pelayanan Teknis Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan

(2) Rehabihsasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

fungsi d

Upaya Rein

bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.

Bagian Kelima

Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 13

egrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf d

dilakukan melalui:
a. bimbingan resosialisasi;




b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
pemulangan; dan
pembinaan lanjutan.

Pasal 14

(1) Upaya [reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan
setelah|ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.

(2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga,
Unit Pg¢laksana Teknis Daerah berkewajiban memberikan perlindungan
sosial yang berkelanjutan.

Pasal 15

(1) Reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis dari luar Daerah dilakukan
setelah [selesai menjalani rehabilitasi awal di RPS.

(2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tahap-tahap sebagai berikut:

a. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
b. penelusuran keluarga; dan
c. penyerahan.

Pasal 16

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan

oleh Satua1i Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang

sosial.
Bagian Keenam
Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis
Pasal 17

(1) Prosedtrr penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan sesuai
Standar Operasional Prosedur (SOP).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT'
Pasal 18

(1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis
dapat dilakukan melalui:

a. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di
lingkungannya;




melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota,
dan/atau

Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan

gel t dangan dan pengemis;

sanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan

pelayanan kesejahteraan sosial;

I
melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Satuan

Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial; dan

b.
c. mel
d.

]
€. me

elenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP).

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.

(3} Organis
Kesejah
(4) Lembag
yang di
Satuan

I

si sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Lembaga
eraan Sosial (LKS).

Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
entuk oleh masyarakat harus mendapat ijin operasional dari
d(eq'a Perangkat Daerah yang menangani bidang perizinan.

Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis

sebagaiman
a. pergurug
dan

b. dunia us

Pembiayaan

dimaksud dalam Pasal 18 juga dilakukan oleh:
an tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat;

aha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

2

BAB YV
PEMBIAYAAN

Pasal 20

kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis dibebankan

kepada Ang
Belanja Dae

mengikat se§

aran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan
rah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah serta tidak
uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 21

dilarang:

Setiap orang
a. melaku
berkelo

pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau
ok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan

belas kasihan orang lain;




(1)

(2)

(1)

(2)

mempe
baik d+
melaku
mengajz
mengko
menyeb

Setiap
barang
umum.

Pember
dapat
perunde

Selain 1
Sipil di
terhadar

-alat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang

i dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud

Kan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan

1k, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan
ordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga

abkan terjadinya pergelandangan dan/atan pengemisan.

Pasal 22

orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau
dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat

an uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dfjisa.lurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan

g-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23

yenyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri

ingkungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyidikan
pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

Penyidik| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:

a.

b.

men
tind

crima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
k pidana;

mel
mel

men

kan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan
kan pemeriksaan;
ruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka;
memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau

tersangka;

mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeériksaan;

penghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik

Kep

isian Republik Indonesia karena tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya
melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

men
dipe
hu

dil

gadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
tanggungjawabkan yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan
m, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan
tukan tindakan jabatan, harus patut dan masuk akal dan

termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak

berddsarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

10




(38) Penyidik
koordin

fan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

(1) Setiap

pengem

asi lintas Kabupaten /Kota melalui kerjasama.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan/atau
san sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam

dengan

hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam} minggu

dan/atan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap a
sSecara

rang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan pengemisan

erkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a

diancam| dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan

dan/ata
rupiah).

1 denda paling banyak Rp 20.000.000,00 {(dua puluh juta

(3) Setiap
sebagair
pidana

orang yang melanggar ketentuan memperalat orang lain
1ana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diancam dengan hukuman
rungan paling lama 1 (satu} tahun dan/atau denda paling

banyak
dalam

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur

jtab Undang-Undang Hukum Pidana.

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu,
menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan
atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf ¢ diancam
dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau
denda paling banyak Rp 40.000.000,00 {empat puluh juta rupiah).

(5) Setiap oiang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang
dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum

sebagai
kurun

l..ana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana
n paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak

(=3

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 25

Tindak Pidaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pelanggaran.

Peraturan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP}

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan paling lama 6 (enam)
bulan terhitt‘l ng sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah

Istimewa

ogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

DAERAH

hal 27 Februari 2014

SE]J’TRETARIS DAERAH

|
STIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014

NOMOR 1

Salinan sésuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SUMADI, SH, MH.

NIP. 19632608 198903 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1/2014)

12




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

) FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi A No. 211/SK/BAN-PT/AKk-XVI/5/X/2013

TIA4-I/VIV2015 ' 4 Juli 2015

i Izin Penelitian

Yth. Walikota Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Untuk mendaj

at gelar kesafjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis llmiah (Skripsi).
hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibw/Saudara untuk memberikan izin

Yogyakarta, sal
Berkaitan deng
penelitian kepa

No. Mahasiswa

Atas kerjasama

Musa Akbar

20100610087

J1. Pagaralam Gg. Disbun No. 28 A Bandarlampung
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 1
TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN GELANDANGAN
DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA

Juli s/d September 2015

lan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

| Wassalamu'alaikuin Wr. Wb,




UNIVERSITAS

) FAKU]

UHAMMADIYAH YOGYAKARTA

TAS HUKUM

Terakreditasi A No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/ 2013

Kepada :

TUHALI/VIL2015 ' 4 Juli 2015
1 bundel

! Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Sosial

Kota Yogyak

Assalamu’alail;

Untuk -ménda

a

um Wr. Wb,

at gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
ah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Iimiah (Skripsi).

hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin

Waktu

a:
:  Musa Akbar
asiswa ;20100610087
JL. Pagaralam Gg. Disbun No. 28 A Bandarlampung
ipsi : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 1

TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN GELANDANGAN
DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA
Juli s/d September 2015

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

 Wassalamu'alaikum Wr.Wb. O

eli Joko Suryono, SH., M.Hum.
. 19681023199303 153.015




UNIVERSITAS

) FAKU

UHAMMADIYAH YOGYAKARTA

TAS HUKUM

Terakreditasi A N

0, 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

Nomor : TUA4-I/VII2015 4 Juli 2015
Lamp. : 1 bundel

Hal : Izin Penelitian

Kepada :

Yth. Kepala Satpol PP

Kota YOgyakaﬁ'ta

Assalamu’alatkum Wr. Wb,

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi).
Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibw/Saudara untuk memberikan izin
penelitian ke )
Namla Musa Akbar
No. Mahasiswa 20100610087
_Alamat J1. Pagaralam Gg. Disbun No. 28 A Bandarlampung
Judul {Skripsi PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 1
TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN GELANDANGAN
DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA
Wakty Juli s/d September 2015
Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak térima kasih
" Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb,

T uryono, SH., M.Hum.
K. 19681023199303 153.015




operatori@yshoo.com
Hady, PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
M I SEKRETARIAT DAERAH g

4 § Kornp#eks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)

iv‘ alk

& H YOGYAKARTA 56213 |
| S )
/ ’ 070/REGNVI137/712015

ca Sural  : KAPRODI FAKULTAS HUKUM Nomor : 7T1A.4-1112015

al 14 JUI.I[I 2015 Perihal : JIN PENELITIAN/RISET

gat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tenteng Perizinan bagl Perguiuan Tinggl Asing, Lembaga'Penelitian dan

Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di
Indones

2. Peraturan Mented Dalam Negerd Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penekflan dan Pengembangan di Lingkungan
Kemenliddn Datam Neger dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturaj] Gubemur Daerah 1stimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tenlang Rinclan Tugas dan Fungsl Setuan Organisasi di
Llngkun%; n Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daersh,

4, Peraturan Gubemur Daerah |stimewa Yogyakarta Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekemendasi
Fe!aksa”aan Survel, Penefitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkaflan, dan Studi Lapangan dl Daerah Istimewa Yogyakarta.

CAN unluk melakulﬁn keglatan survel/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studl lapangan kepada:

3 :MUSA AKBAR NIP/NIM : 20100610087

at :FAKUI.‘.%FS HUKUM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

{  :PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 1 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA

sl :

v 8 JULL 2015 s/d 8 OKTOBER 2015

n Ketentuan

enyerahkan surat/keteranganfin survel/peneiitlan/pendataanfpengembangan/pengkejian/studi lapangan *) dad Pemerintah Daerah DIY
spada BupatiWaliketa melakul institust yang berwenang mengeluarkan fin dimaksud;

enyerahkan soﬂ" py hasil penelitiannya bak kepada Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta melalul Biro Administrasl Pembangunan Setda
IY dalam compa¢t disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalul website adbéng.jogjaprov.go.ld dan menunjukkan cetakan ast yang sudai
sahkan dan dibybuhi cap institusk;

n ini hanya dipefgunakan untuk keperiuan iimlah, dan pemegang [jin wajib mentaatl ketentuan yang beraku di lokas| keglatan;

n penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat Inl kembali sebelum berakhlr waktunya setelah mengajukan
erpanjangan ;iul webslle adbang.jegjaprov.go.kd;

n yang diberkaf] dapat dibatalkan sewaktu-wakiu apabila pemegang fjin In lidak memenuhi ketentuan yang beraku.

Dikeluarkan dl Yogyakarta
Pada tanggat 8 JULI 2015
A.n Sekretaris Daerah i
Asist_eg,gg[_ekononﬂan dan Pembangunan
e Ub.
strasl Pembangunan

|

san:

SUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA {SEBAGAI LAPORAN)
VALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
CAPRODI FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
'"ANG BERSANGKUTAN




3N, PéMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

g | SEKRETARIAT DAERAH

SR Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
; YOGYAKARTA 55213

v |L""L

Teeq:

L7

SURAT KETERANGAN / IJIN

O?D!REGNMj 311012015

aca Sural KETL{}\ PROGRAM STUDI FAKULTAS  Nomor - 98/A4-111X12015

| HUKll.IIM

al 1 26 OIITOBER 2015 Persihal : NIN PENELITIAN/RISET

ngal: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan

Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegilan Penelitian dan Pengembangan di
Indonesia

2. Peraturan|Menler Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, lentang Pedoman Penelilian dan Pengembangan di Lingkungan
Kemenlriap Dalam Nagéri dan Pemenntah Daerah;

3. Peraluran/Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Namor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi dl

Lingkungah Sekretarial Daerah dan Sekrelarial Dewan Perwakilan Rakyal Daerah.
4. Peraluran|Gubemur Dagrah Istimewa Yogyakarta Nemor 18 Tahun 2009 lentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi
Pelaksangan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

(AN .untuk melakukag! kegiatan surveilpe neIi{lan!pendataanfpengen&:angampe ngkajianfsmdilapaqg an kepada:
a  :MUSAA BAR NIP/NIM : 20100610087
at :FAKULT&S HUKUM , ILMU HUKUM + UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

' :PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 1 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA

s :DINAS SQSIAL DiY
v :27 OKTOBER 2015 /¢ 27 JANUARI 2016

' Ketentuan
enyerahkan surat kglerangan/ijin sur\reifpeneﬁtfan!pendataun!pengembangam‘pengkajian.’studi lapangan °) dari Pemerintah Daerah DIY
pada BupaliWalkota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud:

anyerahkan soft co

sahtkan dan dibubulii cap inslilusi;
) Il hanya dipergugakan untuk kepeduan imiah, dan pemegang jfin wajib mentaali ketentuan yang bertaku di lokasi kegiatan;

' penelilian dapat diperpanjang maksimal 2 {dua)kali dengan menunjukkan sural ini kembali sebelum berakhir wakiunya selelah mengajukan

fpanjangan melali)website adbang.jogjaprov.go.id:
' yang diberkan dapat dibatalkan sewaktu-wakty apabila pemegang ijin ini lidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakanta
Pada tanggal 27 OKTOBER 2015

A.n Sekretans Daerah

uUb.

/g -
A YA
O io(sETDAS)E
i T% ok
W
h"s.'s'/
N, 525 198503 2 006

an @
JBERNUR DﬁkRAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)

ALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA

NAS SOSIAL/DIY

-TUA PROGRAM STUD! FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
\NG.BERSANGKUTAN

=

hasil penettiannya baik kepada Gubermur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Adminisirasi Pembangunan Setda
¥ dalam compact dfsk (CD) maupun mengunggah {upload} melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah

Asislen Perekonomian dan Pembangunan

/:’ESQR?H : inistrasi Pembangunan



i L

HOTLINE SMS

LmIVIA L L pElLU alICIV Y alUIG,. Yo IC
- 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

Moembaca Surat

Mengingat

supnkan Kepada

okasifMResponden
Ciakiy

.ampiran

Jengan Kelentuan

Tanda Taann
|

Pemegang

[y

MUSA AKBA

embusan Kepada

n

‘th 1.\Walikota Yod

2.Ka. Biro.Adrr]

3.Ka. Dinas So
4.Ka. Dinas Ke
5.Ybs.

:

SURAT IZIN

NOMOCR :

070/2517
4554/34

Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/137/7/2015

Tanggal : 8 Juli2015

1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanzan Survei, Penelitian.
Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa

Yogyakarta.

2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembeniukan,
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah:

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin
Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota

Yogyakarta;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Nama

No. Mhs/ NIM
Pekerjaan
Alamat :
Penanggungjawab :
Keperiuan

Kota Yogyakarta

Proposal dan Daftar

: MUSA AKBAR

: 20100610087

. Mahasiswa Fak. Hukum - UMY

: JI. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantu! Yk

Anang Sya'roni; S.H.;-M.Hum,

: Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 1 TAHUN 2014 DALAM
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS D! KOTA
YOGYAKARTA

. 8 Juli 2015 s/d 8 Oktober 2015

Pertanyaan

1. Waijib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas-Perizinan Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang bérlaku setempat

3. lzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

4.  Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan-ketentuan tersebut diatas

o

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan

seperlunya

yakarta (sebagai laporan)
nistrasi Pembangunan Setda DY
nakertrans Kota Yogyakarta

ertiban Kota Yogyakarta

Dikeluarkan di : Yo_g__akarta
-~PadaJanggal : 572015
B ;f('c'ﬂi MNAn4qKepala Dinas Perizinan
/D ekretaris
{4 O
o = .
H iyl
- »'éé
NS 'IARDONO

rly

sl
Ny {‘N_;ggjg;ssawm 985031013

-
e et




) TEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
'DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
ALAMAT: Jin. Kenari No, 56 KODE POS 55165 TELP., (0274) 563730, FAX.(0274)561623

_ EMAIL ; sosnakertrans @'[og]a.g o.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE E-MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go:id

Yogyakarta, 3/- ©7 - 2015

omor : 070/ <19Y Kepada
ampiran Yth. Kepala UPT Panti Karya
al : Ijin Renelitian Di-

YOGYAKARTA

Berdasarkan surat ijin penelitian dari Dinas Perijinan Kota Yogyakarta Nomor:
070/0429, 0808/34 tanggal 9 Februari 2015 menerangkan bahwa :

Nama : Musa Akbar

No. Mhs/NIP : 20100610087

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UMY
| Penanggungjawab : Anang Sya’roni, SH., M.Hum,

Mahasiswa tersebut di atas akan melaksanakan penelitian di UPT Panti Karya Kota
Yogyakarta dengan judul Proposal “PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DIY
NOMOR 1 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

T DI Kjt’l‘A YOGYAKARTA. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon bantuannya untuk

mem

trikan informasi tentang masalah penanganan gelandangan dan pengemis.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

-, Q/ . *
> Ay
DINAS SOSIAL A
TENF\GSS‘ﬁf
TRANSH
NBR.19570%34

SEGORO AMARTO
SEMANGAT CGOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN ~ KEDISIPLINAN — KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN




